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Upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika justice collaborators tidak mendapat
perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlindungan bagi justice
collaborators sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan
yang terjadi, siapa-sigpa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, sertajaringan yang ada. Lembaga
Perlindungan Saks dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap justice
collaborators dalam menjal ankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum baik
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan justice
collabolators hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga.

Tesisini membahas tentang perlindungan justice collabolators oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsep dan pengaturan,
perlindungan bagi justice collaborators di beberapa negara, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi justice collaborators, mengetahui bentuk kerjasama
LPSK dan komponen sistem peradilan pidana dalam perlindungan justice collaborators, untuk mengetahui
hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan justice collaborators di Indonesia. Penelitian ini
dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian berupa perbandingan peraturan perlindungan saksi khususnya justice collabolators di
Amerika Serikat, Jerman, Italia, Albania ,Belanda dan di Indonesia. Selanjutnya dibahas pratek
perlindungan justice collabolators oleh LPSK yang ternyata berjalan tidak maksimal dimana selamatahun
2011 dapat dikategorikan sebagai Justice Collabolators hanya dalam 1 (satu) perkarayaitu Perkara Agus
Condro. Hambatan pelaksanaan perlindungan justice collabolators melalui pendekatan teori Lawerence
Friedman dari sisi substansi hukum adalah kelemahan dari Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun
2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dari sisi struktur hukum adalah kelemahan kelembagaan

L embaga Perlindungan Saksi dan Korban dan dari sisi budaya hukum adal ah adalah masalah koordinasi dan
ego sektoral antar komponen sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu disarankan agar melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya berkaitan
dengan perlindungan justice collabolators, kelembagaan LPSK, dan mekanisme hubungan kerjasama antara
LPSK dan penegak hukum.

...... The effort to eradicate organized crimeis not an easy if justice collaborator do not get enough protection
to reveal the information that they have. Justice colaborator's rotection is very important because they
ussually know for sure the pattern of the crime, who involved in the crime and the systems. The witness and
victims protection agency (LPSK) as an institution that gives protection to justice collaborators on their duty
has to cooperate with other law enforcement institutions, such as police, prosecutor, court and penitentiary
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institutions. The implementation of protection on justice collaborators can be done effectively by an
approach of several institutions.

This thesis discusses about the protection of justice collaborators by the witness and victim protection
agency (LPSK). The purpose of thiswriting is to find out the comparison on concept and regulation of
protection for justice collaborators in several countries, the role of Witness and victims protection agency
(LPSK) on giving protection and appreciation for justice collaborator, knowing the form of cooperation
between the witness and victim protection agency (LPSK) and criminal justice system component on
protecting justice collaborator, to know the obstacles and regul ations opportunities on justice collaborators
protection in Indonesia. This research uses normative yuridical method and then presented in descriptive
analitical.

The results of the study is comparing witness protection regulation specialy justice collaboratorsin United
States of America, Germany, Italy, Albany, Dutch and Indonesia. Than discussing about justice
collaborators protection by the witness and victims protection agency (L PSK) does not work well because
during 2011 only one case that can categorized as justice collaborators, that is Agus Condro Case. Obstacle
on justice collaborators protection through Lawrence Friedmann Theory approachment, from the legal
substance is the weakness of article 10 part (2) Act no.13 year 2006 about Witness and victims protection,
from the legal structure is the weakness of the witness and victims protection agency (LPSK), and from the
legal cultureis problems on coordination and sectoral ego between criminal justice system components.
Therefore it is recommended to make changes and improvements several provisions on Act no 13 year 2006
about Witness and victims protection especially related on justice colaborators protection, the institutionally
of the witness and victims protection agency (L PSK), and the mechanism of cooperation relationship
between the witness and victim protection agency (LPSK) and law enforcements.



